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KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN AKTA PEMBIAYAAN
MURABAHAH DENGAN JAMINAN TANAH YANG BELUM
BERSERTIFIKAT

Oleh:
Manan Suhadi

Abstrak

Kekuatan hukum hak atas tanah yang belum bersertipikat sebagai jaminan dalam pembiayaan
murabahah adalah sah dan mengikat, dasar hukumnya adalah Peraturan Bank Indonesia
No0.8/24/PBI/2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan
Prinsip Syariah, bagian ketiga Pasal 19 tentang penilaian agunan mengakui dan menerima tanah
tidak bersertifikat menjadi barang jaminan. Terhadap tanah yang belum bersertifikat pihak bank
menggunakan Akta Pengakuan Hutang Dengan Pemberian Jaminan Dan Kuasa Menjual untuk
mengikat perjanjian tersebut. Akta tersebut didasarkan pada asas kesepakatan dalam mengadakan
perjanjian. Peranan notaris sangat penting dalam kaitannya dengan pembuatan akta jaminan
dengan agad pembiayaan murabahah. Perjanjian dalam perbankan syariah mengenai
pembiayaannya dibuat dengan akta otentik oleh notaris sebagaimana pada perbankan umumnya.
Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki pengetahuan
yang luas dalam bidang hukum, termasuk didalamnya mengenai pembiayaan perbankan syariah
dan juga mengenai bentuk dan isi dari akad yang dibuat di perbankan syariah, karena pembuatan
akta merupakan tugas notaris sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang No0.30 Tahun
2004 tentang Jabatan Notaris.

Kata kunci : Hak atas tanah, jaminan, pembiayaan murabahah

Abstract

The strength of land rights law that has not been certificated as collateral in the financing of
murabaha is legitimate and binding, is the legal basis for Bank Indonesia Regulation
No0.8/24/PBI/2006 concerning Asset Quality Rating For Rural Banks Based on Sharia Principles,
the third part of Article 19 of the acknowledge and accept collateral valuation of land is not
certified to be collateral. On land that has not been certified by the bank using a Deed of
Recognition of Debt With Collateral And Granting Authorization to Sell to bind the agreement.
Deed is based on an agreement in principle entered into.

The role of the notary is very important in terms of the warranty deed agad murabaha
financing. Agreement in the Islamic banking financing is made by authentic act by a notary as in
banking generally. Notaries as competent authority to make an authentic deed and has extensive
knowledge in the field of law, including on the financing of Islamic banking and also about the
form and content of the covenant made in Islamic banking, as is the task of the notary deed as
mentioned in the Act Law No.30 of 2004 concerning Notary.

Keywords: Land rights, warranties, financing murabaha



I. PENDAHULUAN

I.lI Latar Belakang

Salah satu prinsip dalam
kegiatan perbankan syariah adalah
prinsip murabahah, yaitu prinsip
jual-beli barang dengan memperolah
keuntungan. Dalam hal ini, bank
menyalurkan dana kepada
masyarakat ~ untuk  pembiayaan
dengan sistem bagi hasil atau
pembiayaan dengan sistem jual-beli
dengan pembayaran ditangguhkan.
Sistem bagi hasil adalah sistem yang
meliputi tata cara pembagian hasil
usaha antara penyedia dana dengan
pengelola dana. Sistem jual beli
dengan pembayaran ditangguhkan
adalah  sistem dengan  margin
keuntungan vyaitu dengan cara
menerapkan sistem jual beli di bank
sebagai  penjual atau dengan
mengangkat nasabah untuk dijadikan
sebagai agen bank untuk melakukan
pembelian barang dan kemudian
menjual barang tersebut kepada
nasabah dengan harga pokok dan
keuntungan yang disepakati.

Pembiayaan murabahah
bermanfaat bagi nasabah pada saat
kekurangan dana dan membutuhkan
barang atau perlu mengembangkan

usahanya. Sementara pada pihak

bank, terdapat ketersediaan dana
yang bagi pihak bank harus
dikembangkan baik secara nominal
maupun kemanfaatan. Berdasarkan
hal tersebut, maka nasabah dapat
meminta bank untuk membantu
memenuhi kebutuhan melalui
perjanjian pembiayaan murabahah.
Pembiayaan adalah suatu tindakan
atas dasar perjan-jian yang dalam
perjanjian tersebut terdapat jasa dan
balas jasa (prestasi dan kontra
prestasi) yang keduanya dipisahkan
oleh unsur waktu® . Perjanjian ini
muncul sejak kesepakatan dan
mengikat para pihak layaknya
sebuah undang-undang sebagaimana
ketentuan 1338 KUHPerdata bahwa
‘Semua perjanjian yang dibuat secara
sah berlaku seperti Undang-undang
bagi mereka yang  membuat
perjanjian’

Murabahah adalah salah satu
dari bentuk jual beli yang bersifat
amanah. Jual beli ini berbeda dengan
jual beli musawwamah (tawar mena-
war). Murabahah terlaksana antara

penjual dan pembeli berdasarkan

D Veithzal Rivai dan Andria Pertama
Veithzal, Islamic Financial
Management, PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2007, hal 4
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harga barang, harga asli pembelian si
penjual yang diketahui oleh si
pembeli dan keuntungan penjual pun
diberitahu kepada pembeli. Jual beli
secara angsuran bukan merupakan
bagian dari syarat dan sistem
murabahah, karena  murabahah
dapat juga dibayar secara tunai.
Sistem atau cara pembayaran hutang
nasabah debitur yang diberikan
melalui  pembiayaan murabahah
umumnya dilakukan secara
angsuran. Pada umumnya orang
datang ke bank untuk mendapatkan
pinjaman uang kemudian
membayarnya  secara  angsuran.
Dalam kegiatan perbankan, transaksi
secara angsuran ini mendominasi
praktek pelaksanaan jual beli dengan
sistem murabahah.

Hubungan antara nasabah
debitur dengan bank diikat dengan
perjanjian. Pada dasarnya,
pembiayaan tidak memerlukan suatu
jaminan yang diserahkan oleh
nasabah debitur kepada bank sebagai
kreditur. Namun demikian dalam
praktek bank mensyaratkan ada-nya
jaminan untuk mendapat kepastian
bahwa pembiayaan yang diberikan
pada nasabah akan dapat diterima

kembali, sebagaimana Penjelasan

Pasal 8 angka 1 UU Nomor 10
tahun 1998 tentang Perbankan
(selanjutnya disebut UU 10/1998)
‘kredit atau Pembiayaan berdasarkan
Prinsip Syariah yang diberikan oleh
bank mengandung resiko, sehingga
dalam pelaksanaannya bank harus
memperhatikan asas-asas perkreditan
atau pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah yang sehat’. Jaminan
dapat berupa barang bergerak
maupun tidak bergerak, dengan
lembaga jaminan fidusia, gadai,
jaminan perseorangan  (bortogh),
hipotek kapal maupun dengan hak
tanggungan. Jaminan dapat juga
berupa tanah. Tidak ada ketentuan
mengenai  tanah yang  belum
dijadikan
jaminan. Dalam praktek pembiayaan

bersertifikat untuk

murabahah pihak bank menerima
tanah yang belum bersertifikat

sebagai jaminan.

1.2 Permasalahan

1. Bagaimana kekuatan hukum hak
atas tanah belum bersertipikat
sebagai objek jaminan dalam
pembiayaan murabahah ?

2. Bagaimana resiko bank atas

pembiayaan murabahah dengan



jaminan tanah yang belum
bersertipikat ?
3. Bagaimana peranan  notaris
dalam pembuatan akta jaminan
dalam agad pembiayaan
murabahah atas tanah yang

belum bersertipikat

Il. PEMBAHASAN

2.1 Kekuatan hukum hak atas
tanah belum bersertipikat sebagai
objek jaminan dalam pembiayaan

murabahah

Murabahah  dalam teknis
perbankan adalah akad jual beli
antara bank selaku penyedia dana
dengan nasabah yang memesan
untuk membeli barang. Dalam skim
Murabahah fungsi Bank adalah
sebagai  Penjual barang untuk
kepentingan Nasabah, dengan cara
membeli barang yang diperlukan
Nasabah dan kemudian menjualnya
kepada Nasabah dengan harga jual
yang setara dengan harga beli
ditambah keuntungan Bank. Bank
harus memberitahukan secara jujur
harga pokok berikut biaya yang
diperlukan  dan  menyampaikan
semua hal yang berkaitan dengan

pembelian Barang kepada Nasabah.

Dalam praktek Bank Syariah kerap
kali melakukan langkah-langkah
pembelian barang, akan tetapi
mempergunakan media akad
wakalah dengan memberikan kuasa
kepada nasabah untuk membeli
barang tersebut.

Syarat yang harus dipenuhi
dalam transaksi murabahah antara
lain;

1) diketahuinya harga pokok
Penjual  harus  memberitahukan
secara jelas harga pokok atau harga
awal barang yang akan dijual kepada
pembeli untuk menghindari terjadi
transaksi yang tidak jelas (gharar) di
antara kedua belah pihak.

2) diketahuinya keuntungan yang
ditetapkan

Penjual wajib menjelaskan berapa
dan bagaimana keuntungan yang
akan ditetapkan dari barang yang di
jual. Hal itu merupakan unsur
terpenting yang mendukung
terjadinya transaksi yang saling rela
(‘an taradhin) di antara kedua belah
pihak.

3) harga pokok merupakan sesuatu
yang dapat diukur, dihitung dan
ditimbang dengan nilai, baik ketika
terjadi transaksi jual beli yang

pertama ataupun sesudahnya.



Berdasarkan kajian  figih  Islam
transaksi murabahah ini sah dan
boleh hukumnya, dengan alasan
adanya  kebutuhan  masyarakat.
Pertimbangan lainnya adalah
keberadaannya merupakan bentuk
lain dari transaksi jual-beli atau
perdagangan sederhana yang ada
dalam Islam berdasarkan
terpenuhinya persyaratan jual-beli
yang ada di dalam transaksi muraba-
hah ini. Pada umumnya bank-bank
Islam menawarkan produk
murabahahnya untuk memberikan
pembiayaan jangka pendek kepada
para nasabah guna pembelian
barang-barang konsumsi.

Murabahah yang digunakan
dalam perbankan Islam pada
prinsipnya didasarkan pada dua (2)
komponen utama yaitu harga beli
dan biaya terkait atas barang serta
kesepakatan atas labanya (mark-up).

Ciri-ciri  mendasar  kontrak
murabahah  (jual beli  dengan
pembayaran tunda) ini adalah
sebagai berikut :

1) Pihak pembeli harus memiliki
pengetahuan tentang harga awal
dari barang yang dijual pihak
bank, biaya-biaya terkait dengan
nya dan batas laba (mark-up)
yang ditetapkan dalam bentuk
prosentase dari total harga plus
biaya-biayanya.

2) Obyek vyang diperjual-belikan
adalah berupa barang atau
komoditas dan harus dibayar
dengan uang.

3) Obyek vyang diperjual-belikan
harus ada dan dimiliki oleh
pihak penjual atau wakilnya dan
dapat diserahkan secara

langsung.
4) Pembayaran yang dilakukan oleh
pihak pembeli dapat

ditangguhkan (angsuran). ?

Dalam praktek sebagian besar
dilakukan

dengan menggunakan sistem

kontrak ~ murabahah
murabahah kepada pemesan
pembelian (KPP), untuk mengadakan
barang  atau
dibutuhkan nasabah, pihak bank
terlebih dahulu

komoditas  yang

melakukan
pemesanan kepada produsen terkait
(pihak  ketiga) yang kemudian
disalurkan kepada nasabah yang
memesannya.

Setiap pembiayaan oleh bank
pada dasarnya mengandung resiko.
Oleh karena itu bank harus
memperhatikan azas-azas
pembiayaan yang sehat. Untuk
mengurangi resiko tersebut, jaminan
pembiayaan dalam arti keyakinan
atas kemampuan dan kesanggupan

nasabah debitor untuk melunasi

2 Anton Prabowo, dalam Makalah :
Mekanisme Pembiayaan Murabahah,
dalam artikel di internet diunduh tanggal
: 25 Oktober 2007



kewajibannya sesuai dengan yang
diperjanjikan  merupakan faktor
penting yang harus diperhatikan oleh
bank. Untuk memperoleh keyakinan
tersebut,  sebelum  memberikan
kredit, bank harus melakukan
penilaian yang seksama terhadap
lima hal, yaitu Character Capacity
Capital Conditions dan Collateral.
Berdasarkan pasal 2 ayat (1)
Surat Keputusan Direksi Bank
No0.23/69/KEP/DIR

tanggal 28 Februari 1991 tentang

Indonesia

Jaminan Pemberian Kredit, bahwa
jaminan adalah suatu keyakinan bank
atas kesanggupan debitor untuk
melunasi kredit sesuai dengan yang
diperjanjikan. Sedangkan Pasal 1
butir 23 menentukan agunan adalah
jaminan tambahan yang diserahkan
nasabah debitor kepada bank dalam
rangka pemberian fasilitas kredit
atau pembiayaan. Jaminan diberikan
debitur kepada kreditur untuk
menimbulkan  keyakinan  bahwa
debitur akan memenuhi kewajiban
yang dapat dinilai dengan uang yang
timbul dari suatu perikatan.®)
Jaminan dapat dibedakan

menjadi jaminan umum dan jaminan

® Rachmadi Usman, 2003, Aspek Aspek
Hukum  Perbankan di  Indonesia,
Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, hal.9

khusus. Pasal 1131 KUH Perdata
mencerminkan  adanya  jaminan
umum, vyaitu : “Segala kebendaan si
berhutang, baik yang bergerak
maupun yang tak bergerak, baik
yang sudah ada maupun yang baru
akan ada di kemudian hari, menjadi
tanggungan untuk segala perikatan

perseorangan”. Sedangkan jaminan

khusus  terdiri  dari  jaminan
perseorangan dan jaminan
kebendaan.

Jaminan perorangan adalah
suatu perjanjian antara seorang
berpiutang atau kreditur dengan
seorang ketiga yang menjamin
dipenuhinya kewajiban-kewajiban si
berhutang atau debitur, misalnya
perjanjian  penanggungan/borgtoch
(Pasal 1820 BW), perjanjian garansi
(Pasal 1316 BW), dan perjanjian
tanggung renteng. Jaminan ke
bendaan ialah  jaminan  yang
memberikan hak kepada kreditur atas
suatu kebendaan milik debitur, yakni
hak untuk memanfaatkan benda
tersebut jika debitur melakukan

wanprestasi.¥

4) Subekti, 1991, Jaminan Jaminan Untuk
Pemberian Kredit Menurut Hukum
Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,
hal.27



Pasal 1132 BW, bahwa
kekayaan debitur menjadi jaminan
atau agunan secara bersama-sama
bagi semua pihak yang memberikan
utang kepada debitur, sehingga
apabila debitur wanprestasi, maka
hasil penjualan atas harta kekayaan
debitur dibagikan secara
proporsional  menurut  besarnya
piutang masing-masing  kreditur,
kecuali apabila di antara para
kreditur tersebut terdapat alasan-
alasan yang sah untuk didahulukan
dari kreditur-kreditur lain. Jaminan
kredit berfungsi untuk menjamin
pelunasan utang debitur bila debitur
sidera janji atau pailit. Menurut
Subekti jaminan yang baik adalah :

a) dapat secara mudah membantu
perolehan kredit itu oleh pihak
yang memerlukan ;

b) tidak melemahkan potensi (keku-
atan) si pencari kredit untuk mela-
kukan (meneruskan) usahanya;

¢) memberikan kepastian kepada si
pemberi kredit, dalam arti bahwa
barang jaminan setiap waktu
tersedia untuk dieksekusi, yaitu
apabila diperlukan dapat dengan
mudah diuangkan untuk melunasi
utang si penerima (pengambil)
kredit tersebut. ¥

Sertipikat hak atas tanah
merupakan salah satu jaminan yang

baik dalam memperoleh pembiayaan

% bid, hal.27

dari bank. Berdasarkan pasal 32 ayat
(1) PP 24/1997 sertipikat merupakan
surat tanda bukti hak yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat
mengenai data fisik dan data yuridis
yang termuat di dalamnya, sepanjang
data fisik dan data yuridis tersebut
sesuai dengan data yang ada di
dalam surat ukur dan buku tanah hak
yang  bersangkutan.  Penerbitan
sertifikat bertujuan agar pemegang
hak dapat dengan mudah
membuktikan hak yang dimilikinya.
Oleh karena itu, sertipikat
merupakan alat pembuktian yang
kuat sebagaimana dimaksud pasal 19
UUPA.

Sertipikat hak atas tanah
dapat selain berfungsi sebagai alat
pembuktian ~ yang  kuat, juga
mempunyai manfaat materiil yaitu
dapat sebagai jaminan hutang bank.
Oleh karena itu, hendaknya setiap
hak atas tanah mempunyai sertipikat
sebagai tanda bukti hak.

Setiap pembiayaan disyarat-
kan adanya agunan sebagai barang
jaminan. Pembiayaan murabahah,
juga memerlukan jaminan. Salah satu
jaminan yang diterima bank dalam
pembiayaan ini adalah hak atas

tanah. Menggunakan agunan dalam



hutang, menurut ketentuan dalam Al-
Qur’an (QS Al-Bagarah : 282) dan
Sunnah, tidak dengan sendirinya
tercela. Al-Qur’an memerintahkan
Muslim menulis kewajiban mereka
dan jika perlu menggunakan agunan
untuk hutang. Nabi dalam beberapa
kesempatan memberikan kepada
kreditor agunan untuk hutang.
Agunan adalah metode menjamin
hak kreditor tidak dibayar, dan
menghindari “makan hak orang lain
tanpa ijin”.

Dalam hukum Islam, seluruh
mazhab  hukum  syariah  tidak
membenarkan meminta  jaminan
untuk akad yang Dbertujuan untuk
melakukan transaksi berdasarkan
kemitraaan. Namun dalam perbankan
syariah, ada akad yang disebut
dengan rahn, yang mengandung
makna ‘tetap dan tertahan’. Para
ulama memaknainya sebagai
‘menjadikan barang berharga sebagai
jaminan suatu hutang’. Agunan
berhubungan dengan hutang piutang
yang timbul dari padanya. Secara
umum jaminan menurut hukum
Islam (figh) dibagi menjadi dua,
yaitu jaminan yang berupa orang
(personal guarancy), disebut dengan

istilah dhoman atau kafalah, dan

jaminan berupa harta benda, disebut
dengan istilah rahn.

Kafalah dibagi menjadi dua
bagian, yaitu kafalah dengan jiwa
(kafalah  bin-nafs) dan kafalah
dengan harta (kafalah bil-maal).
Kafalah dengan jiwa, disebut pula
kafalah bi al-wajhi, yaitu adanya
kesediaan pihak penjamin (al-kafil,
ad-dhamin atau al-za’im) untuk
menghadirkan  orang yang ia
tanggung kepada yang janjikan
tanggungan (makful lah). Kafalah
harta yaitu kewajiban yang mesti
ditunaikan oleh dhamin atau Kkafil
dengan pembayaran (pemenuhan)
berupa harta. Kafalah harta ada tiga
macam, yaitu: pertama, kafalah bi
al-dayn, yaitu kewajiban membayar
hutang yang menjadi beban orang
lain;  kedua, kafalah  dengan
penyerahan benda, yaitu kewajiban
menyerahkan benda-benda tertentu
yang ada di tangan orang lain, seperti
mengembalikan barang yang di-
ghashab dan menyerahkan barang
jualan  kepada pembeli; Kketiga,
kafalah dengan ‘aib, maksudnya
adalah jaminan bahwa jika barang
yang dijual ternyata mengandung
cacat, karena waktu yang terlalu

lama atau karena hal-hal lainnya,



maka penjamin (pembawa barang)
bersedia memberi jaminan kepada
penjual untuk memenuhi
kepentingan pembeli  (mengganti
barang yang cacat tersebut).

Rahn, secara  etimologi
berarti tetap, kekal, jaminan. Akad
ar-rahn dalam hukum positif disebut
dengan barang jaminan/agunan.
Sedangkan menurut istilah ar-rahn
adalah  harta yang dijadikan
pemiliknya sebagai jaminan hutang
yang bersifat mengikat. Barang yang
boleh dijadikan jaminan atau agunan
hutang hanya yang bersifat materi;
tidak termasuk manfaat sebagaimana
yang dikemukakan ulama mazhab
Maliki. Barang jaminan itu boleh
dijual apabila hutang tidak dapat
dilunasi  dalam  waktu  yang
disepakati kedua belah pihak.

Para ulama figh sepakat
mengatakan bahwa ar-rahn dianggap
sempurna apabila barang yang
dirahnkan itu secara hukum telah
berada di tangan pemberi hutang,
dan uang yang dibutuhkan telah
diterima peminjam uang. Apabila
barang jaminan berupa benda dengan
bukti kepemilikan hak, cukup surat-
surat jaminan berupa alat bukti

kepemilikan,  seperti  sertipikat,

BPKB yang dipegang oleh pemberi
hutang. Syarat lain kesempurnaaan
ar-rahn disebut al-marhun (barang
jaminan dikuasai secara hukum).
Syarat ini menjadi penting karena
Allah dalam Surat Al-Bagarah ayat
283 menyatakan “fa  rihanun
magbudhah” (barang jaminan itu
dikuasai; secara hukum). Artinya
barang jaminan itu berada dalam
kekuasaan orang yang memberikan
pembiayaan, yaitu dalam hal ini
adalah bank.

Secara empiris banyak tanah
yang tidak bersertipikat yang
dijaminkan  untuk  mendapatkan
pembiayaan bank. Tanah demikian
tidak bisa dijaminkan  dengan
lembaga jaminan yang berlaku di
Indonesia, hak tanggungan, tidak
menerima jaminan hak atas tanah
yang tidak bersertipikat. Untuk
mengatasi hal demikian, pihak bank
menggunakan  Akta  Pengakuan
Hutang Dengan Pemberian Jaminan
Dan Kuasa Menjual untuk mengikat
perjanjian tersebut. Akta tersebut
didasarkan pada asas kesepakatan
dalam  mengadakan  perjanjian.
Secara normatif, Peraturan Bank
Indonesia No0.8/24/PBI/2006 tentang

Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank



Perkreditan Rakyat Berdasarkan

Prinsip Syariah, bagian ketiga pasal

19 tentang penilaian  agunan

mengakui dan menerima tanah tidak

bersertifikat menjadi barang jaminan.

Pada pasal 20 ditentukan ‘untuk

agunan berupa tanah, gedung, dan

rumah tinggal, nilai agunan yang
dapat diperhitungkan paling tinggi
sebesar :

a) 80% dari nilai tanggungan untuk
agunan berupa tanah bangunan
dan rumah bersertifikat yang
diikat dengan hak tanggungan.

b) 60% dari Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) untuk agunan berupa
tanah, bangunan, dan rumah
bersertifikat, hak pakai, tanpa
hak tanggungan.

c) 50% dari Nilai Jual Objek Pajak
(NJOP) untuk agunan berupa
tanah berdasarkan kepemilikan
surat girik (letter C) dilampiri
Surat  Pemberitahuan  Pajak
Terhutang (SPPT) selama 6
bulan.

Asas  kesepakatan  dalam
mengadakan  perjanjian  adalah
merupakan salah satu faktor yang
sangat penting. Setiap perjanjian
harus berdasarkan kesepakatan atau

persetujuan dari para pihak. Pasal

1338 ayat 1 KUH Perdata,
menentukan ‘semua perjanjian yang
dibuat secara sah, berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang
membuatnya’.

Dalam hal pihak  bank
menerima hak atas tanah sebagai
jaminan pada pembiayaan yang
diberikan, dan nasabah debitur
bersedia memenuhi syarat bank
untuk menanda tangani  Akta
Pengakuan Hutang Dengan
Pemberian Jaminan Dan Kuasa
Menjual, maka pembiayaan
murabahah dapat dipenuhi, dan
dengan demikian mengikat para
pihak, Bank maupun nasabah

debitur.

2.2 Resiko Bank Atas Pembiayaan
Murabahah Dengan Jaminan Hak
Atas Tanah  Yang Belum
Bersertipikat

Salah satu masalah yang harus

diatasi bank dalam memberikan
pinjaman kepada pihak lain adalah
potensi pembayaran kredit berjalan
tidak sesuai dengan yang
diperjanjikan, kurang lancar, bahkan
macet sama sekali  sehingga
merugikan pihak kreditur dan dapat
dikategorikan sebagai bentuk
wanprestasi. Kredit macet disebut

juga dengan kredit bermasalah



(nonperforming loan) merupakan
resiko yang terkandung dalam setiap
pemberian kredit oleh bank. Resiko
tersebut berupa keadaan dimana
kredit tidak dapat kembali tepat pada
waktunya. Kredit bermasalah atau
nonperforming loan di perbankan itu
dapat disebabkan oleh berbagai
faktor, misalnya ada kesengajaandari
pihak-pihak yang terlibat dalam
proses kredit, kesalahan prosedur
pemberian kredit atau disebabkan
olen faktor lain seperti faktor
makroekonomi.

Suatu kredit dikategorikan
sebagai kredit bermasalah adalah
apabila kualitas kredit tersebut
tergolong pada tingkat kolektibilitas
kurang lancar, diragukan atau macet.
Menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Bank Indonesia
No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian
Kualitas Aktiva Bank Umum,
kualitas kredit dibagi menjadi 5
(lima) yaitu ; kredit lancar, kredit
dalam perhatian Kkhusus, kredit
kurang lancar, kredit yang diragukan
dan yang terakhir adalah kredit
macet.

Terhadap terjadinya resiko
bank demikian khususnya untuk

mengatasi pembiayaan bermasalah

dengan melakukan penagihan secara
efektif dan rutin, maksudnya adalah
terencana dan terjadwal sampai habis
jangka waktu pembiayaannya. Selain
itu, petugas bank juga akan
melakukan kontrol atau pengawasan,
pengecekan dan penanganan yang
lebih intensif bagi pembiayaan yang
bermasalah tersebut. Jika sampai
habis jangka waktunya nasabah
debitur belum melunasi pembayaran
maka pihak bank akan memberikan
surat peringatan sebanyak tiga kali.
Pada surat ketiga, intinya adalah
menanyakan kesanggupan nasabah
untuk menyelesaikan angsurannya.
Jika nasabah debitur menyatakan
tidak sanggup untuk membayar maka
barang jaminan akan dijual dengan
sistem dilelang.

Penyelesaian lain penangan-
an pembiayaan bermasalah dilakukan
dengan salah satu atau beberapa cara
berikut : resceduling, restructuring,
kombinasi 2R (resceduling dan
restructuring), dan eksekusi.
Resceduling dilakukan dengan cara
menjadwal ulang seluruh/sebagian
kewajiban anggota. Misalnya dengan
merubah jangka waktu pembayaran
menjadi lebih lama, merubah jumlah

angsuran, menjadi lebih  kecil
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merubah margin dan cara lain yang
tidak merugikan kedua pihak.
Sedangkan restucturing dilakukan
dengan merubah komposisi
pembiayaan. Tindakan akhir setelah
semua cara tidak berhasil adalah
dengan eksekusi, yaitu dengan
menyita dan melelang barang
jaminan untuk menutup kewajiban
anggota.

Pembiayaan yang bermasalah
dapat dikategorikan sebagai
wanprestasi. Apabila terjadi
wanprestasi, maka Akta Pengakuan
Hutang Dengan Kuasa Menjual Dan
Pemberian Jaminan menjadi dasar
bagi bank untuk melakukan eksekusi.
Hal ini juga didasarkan pada teori
hukum perikatan atau perjanjian,
undang-undang memberi hak dan
kewenangan pada setiap orang untuk
dapat memindahkan hak dan
wewenangnya kepada orang lain
melalui pemberian kuasa, dengan
ketentuan, bahwa pemindahan hak
dan wewenang itu harus berdasarkan
pada kesepakatan dan persetujuan

kedua belah pihak.

2.3 Peranan Notaris Dalam
Pembuatan Akta Jaminan Dalam
Agad Pembiayaan Murabahah
Atas Tanah  Yang Belum
Bersertifikat

Peranan notaris dalam

pembiayaan oleh bank terhadap
nasabah  debitur adalah dalam
pembuatan akta otentik mengenai
hubungan hukum yang mengikat
pihak bank dengan debitur, termasuk
di dalamnya akta jaminan dalam
akad pembiayaan murabahah dengan
jaminan  tanah  yang  belum
bersertifikat.

Pada prakteknya di lapangan,
tanah yang belum bersertifikat sangat
banyak dijadikan sebagai jaminan
hutang oleh masyarakat terutama
pada kredit ataupun pembiayaan
pada bank perkreditan rakyat, baik
itu bank konvensional maupun
syariah. Oleh karena itu, digunakan
surat kuasa menjual untuk mengisi
kekosongan hukum yang belum
mengatur penggunaan tanah tak
bersertipikat sebagai jaminan dalam
pembiayaan oleh perbankan. Surat
kuasa menjual  dibuat tergabung
dengan akta pengakuan hutang
debitur, dibuat dengan judul Akta
Pengakuan Hutang Dengan

Memberikan Jaminan Dan Surat
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Kuasa Menjual. Surat kuasa ini
adalah merupakan bagian dari akta.

Bentuk lain, Akta Kuasa
Menjual dibuat terpisah dengan Akta
Pengakuan Hutang dengan
Pemberian Jaminan. Akta Kuasa
Menjual bukan bagian dari Akta
Pengakuan Hutang, namun tetap
merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perjanjian hutang
piutang itu sendiri.

Pasal 20 Peraturan Bank
Indonesia N0.8/24/PBI/2006 tentang
Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank
Perkreditan Rakyat Berdasarkan
Prinsip Syariah, mengatur nilai
agunan yang dapat diperhitungkan
adalah 50% dari Nilai Jual Objek
Pajak (NJOP) terhadap agunan tanah
berdasarkan kepemilikan surat girik
(letter C)
Pemberitahuan
(SPPT) selama 6 bulan. Walaupun

nilainya kecil apabila dibandingkan

dilampiri Surat

pajak  Terhutang

dengan tanah bersertifikat, hal ini
cukup membantu kesulitan
masyarakat ekonomi mikro.
Pengikatan yang dilakukan
dengan akta notaris, apabila
pembiayaan yang diberikan lebih
dari 25 juta rupiah. Apabila nilai

pembiayaan yang diberikan lebih

kecil dari 25 juta rupiah, maka hanya
dibuat surat di bawah tangan antara

nasabah debitur dengan bank.

I11. Kesimpulan
1. Kekuatan hukum hak atas tanah

yang belum bersertipikat sebagai

jaminan  dalam  pembiayaan
murabahah adalah sah dan
mengikat, dasar  hukumnya
adalah Peraturan Bank Indonesia
No.8/24/PBI1/2006 tentang
Penilaian Kualitas Aktiva Bagi
Bank Perkreditan Rakyat
Berdasarkan  Prinsip  Syariah,
bagian ketiga Pasal 19 tentang
penilaian agunan mengakui dan
menerima tanah tidak
bersertifikat menjadi  barang
jaminan. Terhadap tanah yang
belum bersertifikat pihak bank
menggunakan Akta Pengakuan
Hutang Dengan  Pemberian
Jaminan Dan Kuasa Menjual
untuk  mengikat

tersebut. Akta

perjanjian

tersebut

didasarkan pada asas kesepakatan
dalam mengadakan perjanjian.

2. Terhadap terjadinya resiko bank

atas pembiayaan murabahah dengan

jaminan  tanah  yang belum

12



bersertipikat bank  mengatasinya

dengan cara :

a. melakukan  penagihan  secara
efektif dan rutin, sampai habis
jangka waktu pembiayaannya;

b. Petugas bank melakukan kontrol
atau pengawasan, pengecekan dan
penanganan yang lebih intensif
bagi pembiayaan yang bermasalah
tersebut.

c. Jika sampai habis jangka
waktunya namun nasabah debitur
melunasi pembayaran maka pihak
bank akan memberikan surat
peringatan sebanyak tiga Kkali.
Pada  surat  ketiga, bank
menanyakan kesanggupan

nasabah untuk menyelesaikan

angsurannya. Jika nasabah atau
debitur menyatakan tidak sanggup
untuk membayar maka barang
jaminan akan dijual dengan sistem
dilelang berdasarkan Akta

Pengakuan Hutang Dengan
Pemberian Jaminan Dan Kuasa
Menjual.

3. Peranan notaris sangat penting

dalam kaitannya dengan pembuatan

akta jaminan

Dengan Agad Pembiayaan

murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

Anton Prabowo, dalam Makalah :
Mekanisme Pembiayaan
Murabahah, dalam artikel di
internet diunduh tanggal : 25
Oktober 2007

Rachmadi Usman, 2003, Aspek
Aspek Hukum Perbankan di
Indonesia, Gramedia Pustaka
Tama, Jakarta, hal.9

Subekti, 1991, Jaminan Jaminan
Untuk  Pemberian  Kredit
Menurut Hukum Indonesia,
Citra Aditya Bakti, Bandung,
hal.27

Veithzal Rivai dan Andria Pertama
Veithzal, Islamic Financial
Management, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta,
2007, hal 4

13



	KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN AKTA PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN JAMINAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT
	by Mana Suhadi

	KAJIAN HUKUM TERHADAP PEMBUATAN AKTA PEMBIAYAAN MURABAHAH DENGAN JAMINAN TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT
	ORIGINALITY REPORT
	PRIMARY SOURCES


